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 ISU ATAU PERMASALAHAN 
Permasalahan integrasi data menjadi kendala utama dalam implementasi program vaksinasi di 
Indonesia. Pertama, tidak meratanya distribusi vaksin di berbagai daerah serta rendahnya capaian 
target vaksinasi pemerintah terhadap masyarakat umum per 3 Agustus menunjukkan dari total 
target 208.265.720 hanya sekitar 23,10% yang telah vaksinasi dosis ke-1 dan 13,29% telah vaksinasi 
ke-2. Diakui oleh pemerintah daerah hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan dalam sistem 
data vaksin yang mengakibatkan tidak meratanya ketersediaan dan distribusi vaksin. Di beberapa 
daerah kehabisan stok vaksin namun di daerah lain stok justru menumpuk, seperti di Surabaya yang 
kekurangan stok sementara di Maluku stok menumpuk. Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan 
bahwa perlu integrasi data stok vaksin di pusat dan daerah serta untuk mengakses data tersebut 
tidak hanya dari aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Elektronik (SMILE) melainkan juga harus 
melihat data realtime pada aplikasi Primary Care (P-Care). 
 

Kedua, belum adanya akses data kependudukan (dukcapil) mengakibatkan beberapa permasalahan 
terjadi seperti adanya ketidaksesuaian data kependudukan saat melakukan vaksinasi serta adanya 
kasus penyalahgunaan KTP palsu dan KTP milik orang lain seperti kasus NIK warga Kabupaten Bekasi 
yang dipakai oleh WNA. Sejak awal pelaksanaan program vaksinasi yang digunakan adalah data 
Pilkada 2020 milik KPU, sementara itu, masih terdapat permasalahan dalam validasi Data Pemilih 
Tetap (DPT) untuk digunakan sebagai basis data penerima vaksin Covid-19, contohnya KPU 
Kabupaten Bogor yang terdapat data invalid atau ganda yang harus disinkronkan dengan data 
kependudukan, namun KPU Kabupaten Bogor mengaku kesulitan mengakses data Dukcapil.  
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